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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
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PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 21 TAHUN 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan 

Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang 

Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis 

Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana 

Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan 

Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, 

Menteri Perhubungan menetapkan tarif angkutan 

penumpang kelas ekonomi setelah berkoordinasi dengan 

Menteri Keuangan; 

b.  bahwa penetapan tarif angkutan penumpang kelas 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dilakukan dengan Keputusan Menteri; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan 

www.peraturan.go.id



2020, No.1636 -2- 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 

2020 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api 

Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan 

Kewajiban Pelayanan Publik; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang 

Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis 

Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana 

Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan 

Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas  

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang 

Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis 

Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana 

Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan 

Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 252); 

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 21 TAHUN 2020 TENTANG TARIF ANGKUTAN 

www.peraturan.go.id


